
BUPATI BENGKALIS
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 327 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 53 TAHUN 2018
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DALAM WILAYAH

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,
bahwa dalam rangka peningkatan penyelenggaraan
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan
kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat di Desa dapat
berjalan dengan baik, maka penetapan APBDesa harus tepat
waktu guna kelancaran penyaluran dana dari Rekening Kas
Umum Daerah ke Rekening Kas Desa;

a.

bahwa Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 53 Tahun 2018
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Wilayah
Kabupaten Bengkalis, perlu dilakukan perubahan untuk
disesuaikan;
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 53
Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
Dalam Wilayah Kabupaten Bengkalis;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah
Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4723);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentangPerubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

4.
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Menetapkan

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun
2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5864);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI BENGKALIS NOMOR 53 TAHUN 2018 TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DALAM WILAYAH
KABUPATEN BENGKALIS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 53
Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Dalam
Wilayah Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten BengkalisTahun 2018 Nomor 53) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 42 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (5)
sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

(1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah
dievaluasi ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi PeraturanDesa tentang APBDesa.

(2) Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan paling lambat tanggal 31
Desember tahun anggaran sebelumnya.
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(3) Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Kepala
Desa tentang Penjabaran APBDesa sebagai peraturan
pelaksana dari Peraturan Desa tentang APBDesa.

(4) Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang
APBDesa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran
APBDesa kepada Bupati melalui Satuan Organisasi
Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan
pemberdayaan masyarakat dan Camat paling lama 7
(tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.

(5) Apabila Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan
melewati waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dan/atau ditetapkan pada tahun berjalan, maka Kepala
Desa, Perangkat Desa dan Ketua Badan Permusyawaratan
Desa beserta anggota tidak dibayarkan penghasilan tetap
beserta tunjangan sampai dengan ditetapkannya APBDesa.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 10 Juni 2019

AMRIL ININ

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 11 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

H. BUSTAMI, HY
BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2019 NOMOR 37

BUPATI BENGKALIS,
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PENJELASAN

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 37 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 53 TAHUN 2018
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

DALAM WILAYAH KABUPATEN BENGKALIS

A. PENJELASAN PASAL 42

Jika Penetapan APBDesa tidak dilakukan pada tanggal 31 Desember, ataudilakukan penetapan APBDesa pada tahun berjalan, maka penghasilan tetap dan
tunjangan tidak dibayarkan untuk bulan tersebut.
Contoh:
1. Penetapan APBDesa dilakukan pada tanggal 5 Januari maka penghasilan tetapdan tunjangan bulan Januari tidak dibayarkan.
2. Penetapan APBDesa dilakukan pada tanggal 2 Februari maka penghasilan tetapdan tunjangan sampai dengan bulan Pebruari tidak dibayarkan.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 27


